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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Secara umum hasil evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa
Ayuhulalo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Pendapatan Desa Ayuhulalo belum mencatat dan mengakui adanya

pendapatan desa
Pelaporan dan pertanggungjwaban realisasi anggaran tidak informasikan

kepada masyarakat

5.2Saran

1.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:
Pemerintah Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

hendaknya mempertahankan standar pengelolaan keuangan Desa dalam
tahapan pelaksanaan APBDesa yang telah berlaku dan lebih
memaksimalkan lagi karena terbukti pelaksanaannya berjalan dengan

baik.
Pemerintah Desa Ayuhulalo diharapkan dapat memaksimalkan sumber-

sumber pendapatan desa dan selanjutnya harus dicatat dan diakui

sebagai pendapatan desa.

3. Pelaporan realisasi anggran harus diinformasikan kepada masyarakat.
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